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ABSTRAK

PT.  Pos  Indonesia  (persero)  merupakan  perusahaan  badan  usaha  milik  negara  yang  bergerak  di
bidang  jasa  pengiriman  barang.  Dalam  memenuhi  kewajibannya  kepada  konsumen  terkadang  PT.  Pos
Indonesia  (persero)  melakukan  wanprestasi  terhadap  konsumen.  Wanprestasi  adalah  tidak
dilaksanakannya  kewajiban  salah  satu  pihak  dalam  suatu  perjanjian  atau  kontrak  dan  dapat  merugikan
pihak  lain  karena  telah  melakukan  pelanggaran.  Wanprestasi  yang  dimaksud  di  sini  adalah  rusak  dan
hilangnya paket barang milik konsumen.

Untuk  memenuhi  prestasinya  kepada  konsumen  maka  PT.  Pos  Indonesia  (persero)  harus
bertanggung  jawab  untuk  mengganti  rugi  kerugian  yang  dialami  konsumen.  Dalam  penelitian  ini  akan
membahas  tentang  bagaimana  tanggung  jawab  hukum PT.  Pos  Indonesia  (persero)  Cabang  Yogyakarta
atas wanprestasi terhadap konsumen karena rusak dan hilangnya barang konsumen. Apakah penyelesaian
wanprestasi  atas  rusak  dan  hilangnya  barang  konsumen  oleh  PT.  Pos  Indonesia  (persero)  Cabang
Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian  ini  menggunakan  teori  perjanjian  yang  membahas  tentang  bagaimana  terjadinya  dan
sahnya suatu perjanjian, teori penanggungan yang di dalamnya terdapat perjanjian asuransi dimana pihak
tertanggung  sebagai  pihak  yang  mengasuransikan  objek  asuransi  dan  pihak  penanggung  harus
berdasarkan kata sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  yang  terakhir  adalah  teori  perlindungan  konsumen  yaitu  teori
yang berisikan tentang hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris,  pendekatan  masalah  ini  didasarkan  kepada
peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan  fakta  hukum  dalam  masyarakat.
Sedangkan  jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan  (filed  research).  Obyek  yang  diteliti
terletak  di  Jalan  Panembahan  Senopati  No.  2  Kel.  Prawirodirjan  Kec.  Gondomanan  yaitu  PT.  Pos
Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta 55000.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  yang  telah  dilakukan  oleh
PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta kepada konsumen dengan mengganti kerugian sejumlah
uang  untuk  menutupi  sebagian  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen.  Pelaksanaan  ganti  rugi  PT.  Pos
Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta dengan konsumen sudah sesuai dengan peraturan dalam Pasal 19
ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.
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MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. 

Maka jika engkau sudah bebas, tetaplah tabah bekerja keras. 

Dan jadikanlah Tuhanmu sebagai tujuan [kerinduan] engkau semata”

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

"Tak perlu malu karena berbuat kesalahan, sebab kesalahan akan 

membuatmu lebih bijak dari sebelumnya"
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kebutuhan manusia tidak bisa dibatasi 

oleh hal-hal tertentu saja, kadang mereka mencari apa yang mereka butuhkan 

hingga ke luar daerah tempat tinggal mereka. Karena perkembangan teknologi 

yang semakin maju,  manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan 

mudah contohnya dalam bidang jual-beli, kita dapat jual-beli lintas daerah bahkan 

lintas negara hanya dengan berkomunikasi lewat ponsel. Karena jarak yang jauh 

peran perusahaan jasa pengiriman barang sangat dibutuhkan demi kelancaran 

bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan manusia baik itu kebutuhan primer 

ataupun sekunder. 

Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi 

produk yang tidak berwujud (jasa), dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau 

keuntungan.  Perusahaan jasa dapat diartikan juga sebagai suatu perusahaan yang 

menjual jasa yang diproduksinya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para 

konsumen dan mendapatkan keuntungan. Tapi perusahaan jasa-pun memerlukan 

produk fisik atau yang berwujud untuk melakukan kegiatan usahanya. Misalnya 

seperti perusahaan transportasi umum yang menawarkan jasa transportasi kepada 

konsumen, maka untuk dapat melakukan kegiatan usahanya perusahaan tersebut 
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memerlukan alat transportasi seperti bus, pesawat atau kapal laut dan alat 

transportasi tersebut merupakan produk yang berwujud.1 

Industri jasa pengiriman barang menjadi suatu hal yang pokok bagi 

pengusaha yang menawarkan produknya di media online karena banyaknya 

konsumen yang memesan dari dalam negeri maupun luar negeri. Tentu industri 

pengiriman jasa ini menjadi incaran banyak pihak, karena biaya yang tidak terlalu 

mahal dan barang sampai pada tujuan. Industri jasa pengiriman barang di 

Indonesia merupakan industri yang tingkat pertumbuhannya sangat pesat tahun 

demi tahun. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan jasa yang terus 

bertambah dan berkembang pada saat ini demi memenuhi tuntutan pertumbuhan 

perusahan yang sangat membutuhkan dukungan dari industri ini, sehingga 

perusahaan mengalami kemudahan dalam pengiriman barang. Berkembangnya 

industri jasa pengiriman barang memberikan dampak positif kepada dunia usaha 

karena sangat membantu dalam pendistribusian informasi kepada klien/konsumen 

dengan tingkat ketepatan, kecepatan dan keamanan yang cukup tinggi.2 

Banyak sekali produk baru yang muncul untuk memikat para konsumen 

dari perusahaan-perusahaan dalam negeri baik perusahaan swasta maupun Badan 

Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat dengan BUMN. Persaingan ini 

membuat pelaku usaha berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

pada masyarakat sebagai konsumen. Negara sepenuhnya menguasai faktor-faktor 

penting yang mempengaruhi produksi dalam negeri dan berusaha memenuhi 

                                                           
 1     http://www.pengertianku.net (diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 18.00 WIB). 

 
2 http://kirimbarang-kirimbarang.blogspot.co.id/2011/02/jasa-pengiriman-barang_13.html 

(diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 18:48 WIB). 

http://www.pengertianku.net/
http://kirimbarang-kirimbarang.blogspot.co.id/2011/02/jasa-pengiriman-barang_13.html


3 
 

kebutuhan masyarakat diberbagai bidang melalui BUMN. PT. Pos Indonesia 

(persero) merupakan BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. 

Badan usaha pos ini merupakan perseroan terbatas atau biasa disebut PT. Pos 

Indonesia (persero).  

Sarana jasa pengiriman barang yang dapat digunakan salah satunya adalah 

PT. Pos Indonesia (persero). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 

Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang 

Pos, dijelaskan bahwa pos adalah layanan komunikasi  tertulis dan/atau surat 

elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan 

layanan keagenan pos untuk kepentingan umum (Pasal 1 Ayat 1). Mengutip dari 

Pasal 1 Ayat (1) penyelenggaraan pos merupakan perwujudan pos dari fungsi 

pengangkutan, yaitu memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat 

lainnya, dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai antar bangsa. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dibentuknya PT. Pos Indonesia 

(persero) diarahkan untuk menunjang kebutuhan kepentingan umum dengan 

mempererat pelayanan yang sebaik mungkin bagi masyarakat di seluruh tanah air 

dan mempererat kerja sama dalam hubungan antar bangsa.3 PT. Pos Indonesia 

(persero) dibangun oleh negara bertujuan untuk meningkatkan pembangunan 

nasional, dengan dijalankannya PT. Pos Indonesia (persero) ini mempercepat 

                                                           
3 Kurnia Sarta Sitanggang, “Pelaksanaan Asuransi terhadap Konsumen Pengguna 

Barang dan Jasa Pos dalam  Pengiriman Surat dan Paket Pos Domestik (Dokumen dan Barang) 

oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta” (Yogyakarta: Skripsi, 

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2014). 
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pembangunan jaringan komunikasi antar daerah dan bertujuan untuk menunjang 

pembangunan nasional demi kepentingan umum.4 

Sebagai BUMN PT. Pos Indonesia (Persero) berusaha untuk membuat 

konsumen merasa puas dan tidak merasa dirugikan. Tetapi kadangkala tetap ada 

pelayanan PT. Pos Indonesia (persero) yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan 

atau bisa disebut dengan wanprestasi. Ada beberapa macam wanprestasi yaitu:5  

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali 

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya 

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru 

Hal ini menimbulkan kerugian-kerugian tertentu bagi pengguna jasa PT. Pos 

Indonesia (persero), seperti paket yang dikirimkan mengalami keterlambatan 

sampai ke tempat tujuan, mengalami kerusakan, dan hilang/musnah karena 

kelalaian dari pengirim paket. Hal ini tentu merugikan konsumen sebagai 

pengguna layanan PT. Pos Indonesia (persero). 

Setiap orang yang memiliki harta kekayaan atau suatu benda harus siap 

dalam menghadapi suatu resiko bahwa nilai dari benda miliknya itu akan 

berkurang baik karena kerusakan maupun karena hilangnya benda yang sebabnya 

bisa bermacam-macam, sebab tersebut tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak 

                                                           
4 Deni Eka Putra, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Surat dan 

Barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang” (Padang: Skripsi, Fakultas Hukum 

Universitas Andalas Padang, 2011). 

 
5 R. Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian”, (Jakarta: Putra Abadin, 1999), cet. 

6, hlm.18.  
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diharapkan terjadinya. Akan tetapi pengurangan nilai suatu barang itu sudah dapat 

di cegah dan diperkirakan terjadinya. Maka dari itu, disini ada peran pihak ketiga 

dalam suatu pengiriman jasa yaitu asuransi.  

Ada beberapa kasus kerusakan pada paket barang yang dikirim oleh PT. 

Pos Indonesia (persero) Cabang Yogyakarta. Salah satunya pernah dialami oleh 

konsumen bernama Dr Amilia Lie, beliau memesan makanan kering dari 

Yogyakarta yang dikirim oleh Anastasia Susty Ambariani. Paket tersebut 

mengalami kerusakan pada bungkus makanan. Bungkus tersebut telah terbuka, 

kadaluarsa dan isinya berkurang kemungkinan dimakan tikus karena diteruskan 

lewat laut. Barang tersebut dikirim pada tanggal 17 Juni 2015 dari Mlati Sleman 

Yogyakarta, barang yang dikirim seharusnya diterima paling lambat H+4 yaitu 

pada tanggal 22 Juni 2015 ke Toko Kharisma Jl A Silondae Kendari. Namun 

barang diterima pada tanggal 3 Juli 2015 dan dalam keadaan rusak. 

Kasus berikutnya dialami oleh konsumen bernama Mike Mahtani, beliau 

memesan kain satin yang merupakan barang dagangan dari Yogyakarta Indonesia 

yang dikirimkan oleh Warna warni/ Hardevi Jethanand. Paket tersebut dinyatakan 

hilang setetah tidak ditemukan melewati masa 3 bulan. Barang dikirim tanggal 7 

Agustus 2014 dari Yogyakarta Indonesia oleh Hardevi Jethanand kepada Mike 

Mahtani dengan tujuan India Saris Presiden Alvear 27 Las Palmas De Gran 

Canaria Spain. 

Karena adanya kasus tersebut, konsumen harus dilindungi serta diperlukan 

pertanggungjawaban PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Yogyakarta bila ada 
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kejadian yang merugikan. Untuk menangani kerugian konsumen yang disebabkan 

seperti kasus di atas, ada beberapa lembaga dan Undang-undang yang dapat 

membantu menyelesaikan masalah konsumen misalnya Badap Perlindungan 

Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Lembaga tersebut khusus untuk menangani pengaduan hak-hak. Di Indonesia 

sendiri mempunyai Undang-undang yang mengatur mengenai konsumen yaitu 

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa 

disingkat dengan UUPK.6 Dengan adanya lembaga dan Undang-undang yang 

mengatur tentang perlindungan konsumen maka apabila terjadi wanprestasi oleh 

penyelenggara jasa, konsumen masih bisa mendapatkan haknya atas kelalaian dari 

PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Yogykarta misalnya dengan ganti rugi uang 

atau barang.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum dengan mengangkat permasalahan mengenai 

“Tanggung Jawab Hukum PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Yogyakarta 

terhadap Konsumen atas Wanprestasi Pengiriman Barang”. Dalam penelitian ini 

penulis berfokus dalam wanprestasi atas rusak dan hilangnya barang konsumen 

oleh PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Yogyakarta. 

 

                                                           
6 Andi Riyanto, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang atas 

Hilangnya Barang Kiriman (Studi Kasus antara Violetta dan Tiki Cabang Yogyakarta di Lembaga 

Konsumen Yogyakarta)” (Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas 

maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana tanggung jawab hukum PT. Pos Indonesia (persero) Cabang 

Yogyakarta atas wanprestasi terhadap konsumen karena rusak dan hilangnya 

barang konsumen? 

2. Apakah penyelesaian wanprestasi atas rusak dan hilangnya barang konsumen 

oleh PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  

tanggung jawab hukum PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Yogyakarta atas 

tindakan wanprestasi rusak dan hilangnya barang konsumen serta apakah upaya 

yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Yogyakarta untuk 

menyelesaikan tanggung jawab dengan konsumen telah sesuai dengan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan 

yakni dari segi teoritis dan segi praktis 

1. Kegunaan teoritis: Menambah dan memperkaya bahan-bahan informasi 

intelektual dan kepustakaan hukum yang dapat digunakan untuk melakukan 

kajian dan penelitian selanjutnya. 
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2. Kegunaan praktis: Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya 

dalam tanggung jawab hukum PT. Pos (persero) Cabang Yogyakarta 

Yogyakarta kepada konsumen agar sesuai ketentuan dalam Undang-undang 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun peraturan 

Perundang-undangan lainnya dalam menjalankan usahanya dan dapat 

dijadikan rujukan kepada PT. Pos (persero) Cabang Yogyakarta Yogyakarta 

ketika terjadi wanprestasi atas rusak dan hilangnya barang konsumen. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu, ada beberapa 

kajian atau tinjauan yuridis yang membahas tentang jasa pengiriman barang. Oleh 

karena itu penulis akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema 

yang diangkat oleh penulis. Adapun beberapa karya tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Deni Eka Putra, dengan judul, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna 

Jasa Pengiriman Surat dan Barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang 

Padang” menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh 

pihak pos adalah kerahasiaan isi surat/dokumen, ketepatan waktu pengiriman, 

perlindungan jika terjadi keterlambatan, kerusakan, ataupun kehilangan. 

Perlindungan terhadap barang berupa asuransi dan dari segi hukum dijaminnya 

kesempatan dan kebebasan untuk melakukan tuntutan jika pengirim merasa 

kurang puas atau terjadinya kerugian, melalui jalur musyawarah dan melalui jalur 

pengadilan. Tanggung jawab PT. Pos Indonesia jika pengiriman barang terlambat 
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maka diganti rugi sebesar 2x ongkos kirim.7 Karena itu penelitian ini berbeda 

dengan tema yang penyusun teliti yaitu tentang bagaimana tanggung jawab 

hukum PT. Pos atas tindakan wanprestasi jasa pengiriman barang terhadap 

konsumen, hal ini diambil dari sudut pandang PT. Pos dan sejauh mana PT. Pos 

mengatur apabila terjadi wanprestasi kepada konsumen dan sejauh mana PT. Pos 

melindungi hak konsumen sesuai dengan Undang-undang perlindungan 

konsumen. 

Lucy Margareth Napitupulu, dengan judul, “Perlindungan Konsumen 

terhadap Pengguna Jasa Pos Express di PT. Pos Indonesia (Persero) Medan (Studi 

Kasus PT. Pos Medan)” menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan oleh 

PT. Pos ini melalui perjanjian antara pengguna jasa Pos Express dengan PT. Pos 

Indonesia (Persero) Medan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Penyelesaian ganti rugi antara konsumen dan pelaku 

usaha dengan cara perdamaian/musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak 

ditemukan jalan keluar maka diserahkan kepada pihak pengadilan atau lembaga 

yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen yaitu Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK).8 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

penyusun lakukan dan terletak pada penyelesaian sengketa. Penulis di atas 

mengungkapkan bahwa penyelesaian dilakukan di BPSK sedangkan penelitian 

                                                           
7 Deni Eka Putra, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Surat dan 

Barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Andalas Padang, 2011. 

 
8  Lucy Margareth Napitupulu, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Pos 

Express Di PT. Pos Indonesia (Persero) Medan (Studi Kasus PT. Pos Medan)”, “Skripsi, Fakultas 

Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010. 
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yang saya lakukan adalah sejauh mana PT. Pos mengatur mengenai penyelesaian 

sengketa yang terjadi dengan konsumen sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Yunahar Okta Syaftian, dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Cabang Yogyakarta dalam Pengiriman Paket 

Barang” menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab penyelenggara jasa PT. 

Pos terhadap konsumen atas ganti rugi kerusakan dan kehilangan yang 

menimbulkan kerugian konsumen dengan berlandaskan hukum Islam. 

Pelaksanaan pengiriman dan juga tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Pos 

sesuai dengan prinsip bermuamalah dalam Islam, yaitu menjunjung tinggi nilai 

keadilan antara pihak pengirim dan pelaku jasa.9 Penelitian di atas berbeda dengan 

penelitian yang saya lakukan, perbedaan ini terletak pada tinjauan hukumnya. 

Penulis di atas meninjau pada hukum Islam, sedangkan penelitian yang saya 

lakukan meninjau pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-

undang konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Andi Riyanto, dengan judul, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa 

Pengiriman Barang atas Hilangnya Barang Kiriman (Studi Kasus antara Violetta 

dan Tiki Cabang Yogyakarta di Lembaga Konsumen Yogyakarta” menjelaskan 

upaya yang diberikan oleh TIKI dan Lembaga Konsumen Yogyakarta atas 

hilangnya barang kiriman. Perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Konsumen 

Yogyakarta yaitu dengan cara penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa oleh 

                                                           
9 Yunahar Okta Syaftian, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT. Pos 

Indonesia Cabang Yogyakarta dalam Pengiriman Paket Barang,” Skripsi, Fakultas Syariah dan 

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 
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LKY sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen.10 Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian saya adalah objek penelitian, penelitian di atas 

meneliti tentang studi kasus. Sedangkan saya hanya meninjau dari tanggung 

jawab PT. Pos apabila terjadi wanprestasi terhadap konsumen. Penelitian di atas 

hanya mempersoalkan tentang hilangnya barang konsumen. Sedangkan penelitian 

yang saya lakukan secara keseluruhan, baik kehilangan, berkurangnya ataupun 

kerusakan barang konsumen. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Perjanjian 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan 

perjanjian dalam Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut pengertian 

Pasal 1313 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya suatu 

hubungan hukum yang timbul di antara dua orang atau lebih yang disebut 

perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak 

dalam artian perjanjian adalah sumber perikatan.  

Hukum perikatan ialah hukum yang mengatur akibat hukum yang disebut 

perikatan, yakni suatu hubungan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta 

kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri (zelfdtsndige 

                                                           
10 Andi Riyanto, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang atas 

Hilangnya Barang Kiriman (Studi Kasus antara Violetta dan TIKI Cabang Yogyakarta di Lembaga 

Konsumen Yogyakarta,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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rechtssubjecten) yang menyebabkan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya 

berhak atas suatu prestasi, prestasi mana adalah menjadi kewajiban pihak terakhir 

terhadap pihak pertama. Jadi “perikatan” adalah hubungan hukum, dan hubungan 

hukum adalah salah satu faktor dari akibat hukum (rechtsfeit). Menurut Pasal 

1233 KUH Perdata, perikatan bersumber pada perjanjian dan Undang-undang.11 

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian adalah sebagai 

berikut: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, para pihak yang membuat 

perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan 

diadakan tersebut tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. 

b. Kecakapan, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap 

menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. 

c. Suatu hal tertentu, dapat diartikan bahwa suatu perjanjian harus mengenai 

suatu obyek tertentu. 

d. Suatu sebab yang halal, isi dan tujuan dari suatu perjanjian harus 

berdasarkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban. 

Adanya suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dan 

tentunya tak lepas dari hak dan kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasi 

                                                           
11 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Penerbit 

Djambatan, 1988), hlm. 4. 
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mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perjanjian pastilah tidak berjalan 

dengan semestinya karena suatu hal yang menyebabkan salah satu pihak yang 

mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang diperjanjikan, hal ini disebut 

dengan kelalaian atau wanprestasi. Kelalaian/wanprestasi terdapat empat macam 

yaitu:12 

a. Tidak melaksanakan isi perjanjian. 

b. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 

c. Terlambat melaksanakan isi perjanjian. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

2. Penanggungan 

Penanggungan dijelaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi, 

pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan atas nama sendiri atau meminta 

ditetapkannya suatu perjanjian dari pada untuk dirinya sendiri, selanjutnya pada 

Pasal 1316 KUH Perdata meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk 

menanggung atau menjamin seorang pihak ke tiga, dengan menjanjikan bahwa 

orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran 

ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah 

berjanji, untuk menyuruh pihak ke tiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak 

ini menolak memenuhi perikatannya.  

                                                           
12 https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-

keadaan-memaksa/ (diakses pada tanggal 22 Mei 2016 pukul 00:12 WIB) 
 

https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/
https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/
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Pihak ketiga yang dimaksud dalam pasal di atas adalah pihak asuransi. 

Ada beberapa unsur dalam asuransi, yakni:13 

1. Adanya dua pihak yang terkait dalam asuransi, yakni penanggung dan 

tertanggung. 

2. Adanya peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. 

3. Adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung. 

4. Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti. 

5. Adanya unsur ganti rugi apabila terjadi sesuatu peristiwa yang tidak 

pasti. 

Perjanjian asuransi pada dasarnya adalah perjanjian penggantian kerugian. 

Tujuan asuransi adalah memperalihkan risiko tertanggung kepada penanggung. 

Dengan adanya perjanjian asuransi ini penanggung mempunyai kewajiban 

mengganti kerugian tertanggung dengan imbalan pembayaran premi dari 

tertanggung dan semuanya tertuang dalam polis. 

Obyek dalam asuransi kerugian adalah harta kekayaan. Obyek asuransi 

harus jelas dan pasti dalam artian apakah berupa harta kekayaan apa, berapa 

                                                           
13 Ridwan Khairandy, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, (Yogyakarta: FH UII 

Press, 2013), hlm. 390. 
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jumlahnya dan ukurannya, dimana letaknya, apa mereknya, buatan mana, berapa 

nilainya dan sebagainya.14 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Di Indonesia sendiri telah diatur Undang-undang mengenai perlindungan 

konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Pada Pasal 1 Ayat (1) 

dijelaskan bahwa yang disebut dengan perlindungan konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen. Sedangkan pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.15 Dari penjabaran pengertian di atas, yang dimaksud dengan 

konsumen dalam penelitian ini adalah konsumen pengguna jasa perusahaan 

pengiriman barang dan/atau jasa yang merasa dirugikan oleh kelalaian dari 

perusahaan tersebut baik karena kehilangan atau kerusakan barang. 

Dalam Undang-undang ini, telah diatur mengenai hak-hak konsumen yang 

seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha dan telah tertuang dalam Pasal 4 Undang-

undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

                                                           
14 Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1992).  hlm 51. 

 
15 Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau   jasa 

yang digunakan; 

d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

f. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan 

lainnya.16 

Pada bab IV berisikan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang 

berkaitan dengan barang dan/atau jasa, terdapat pada Pasal 8 yaitu: 

Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratan dan 

ketentuan peraturan Perundang-undangan. Barang tidak sesuai dengan kondisi 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa 

tersebut. Mengenai Pasal 8 Ayat (1) butir a yang telah diatur dalam Undang-

undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga diatur dalam Pasal 

1365 KUH Perdata yaitu, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa 

                                                           
16 Pasal 4 Undang-undang  No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya itu, 

mengganti kerugian tersebut. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk mempermudah dalam menganalisis data yang diperoleh maka 

metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:  

1. Jenis Penelitian 

Untuk penyusunan proposal penelitian ini agar dapat memenuhi kriteria 

sebagai tulisan ilmiah, maka diperlukan data yang relevan. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (filed research). Penelitian 

lapangan atau penelitian empiris ini dilakukan dengan mencari data primer yang 

diperoleh di tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

pengamatan, observasi secara langsung terhadap tanggung jawab hukum PT. Pos 

Indonesia (persero) Cabang Yogyakarta atas tindakan wanprestasi kepada 

konsumen dimana konsumen adalah pengguna jasa pengiriman barang. Penelitian 

ini juga didukung dengan penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji 

dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, pendekatan masalah ini didasarkan 

kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan kaidah 

hukum dan fakta hukum dalam masyarakat. Pendekatan yuridis diarahkan pada 
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Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-

undang No. 38 Tahun 2009 tentang POS dan Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. 

3. Objek dan Subjek Penelitian 

a. Objek penelitian adalah pertanggungjawaban hukum PT. Pos Indonesia 

(persero) Cabang Yogyakarta terhadap rusak dan hilangnya barang 

pengiriman. 

b. Subjek penelitian adalah PT. Pos Indonesia yang terletak di Yogyakarta 

yaitu PT. Pos (persero) Cabang Yogyakarta yang terletak di Jalan 

Panembahan Senopati No. 2 Yogyakarta Indonesia 55000. 

4. Sumber Data 

Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya 

adalah: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

masyarakat, data ini didapat dari sumber pertama individu atau perorangan 

seperti hasil wawancara.17 Data ini diperoleh secara langsung dari subyek 

penelitian yang dapat berupa wawancara. 

b. Data sekunder 

                                                           
17 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm. 42. 
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Data sekunder yakni bahan yang erat hubungannya dengan hukum 

primer, dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum 

primer.18 Data ini dapat berupa buku-buku karangan para ahli, modul, 

surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan 

sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

c. Bahan data tersier 

Bahan tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan sekunder seperti kata-kata yang butuh penjelasan 

dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lainnya dari media internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis penelitiannya maka sumber data primer diperoleh dengan 

cara melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. 

a. Observasi yaitu pengumpulan data diambil dengan cara mengamati langsung 

obyek datanya. 

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data pada PT. Pos Indonesia (persero) 

Cabang Yogyakarta berupa dokumen, surat-surat muatan dan bukti-bukti 

pengangkutan. 

                                                           
18 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm. 67. 
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c. Wawancara yaitu penyusun membuat daftar pertanyaan yang menyangkut 

permasalahan di atas, dan melakukan wawancara kepada pihak PT. Pos 

Indonesia (persero) Cabang Yogyakarta yaitu bagian Customer Service dan 

pemasaran PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Yogyakarta dan beberapa 

konsumen PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Yogyakarta. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan memahami dan merangkai data yang telah 

dikumpulkan dari temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut 

pandang tertentu baik secara narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk 

tabel untuk data kuantitatif. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan 

metode deskriptif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian 

kemudian dihubungkan dengan masalah yang  diteliti. 

7. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Yogyakarta 

55000 yang terletak di Jalan Panembahan Senopati No. 2 Yogyakarta Indonesia. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini maka penulis membuat 

sistematika pembahasan yang terdiri dari bab dan sub bab sebagai berikut: 

Bab satu berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan secara 

keseluruhan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan 
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sistematika pembahasan. Dapat dijelaskan bahwa latar belakang masalah adalah 

awal dari munculnya permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah berupa 

pertanyaan dari masalah yang ada, tujuan dan manfaat penelitian berisi tentang 

tujuan penelitian yang hendak dicapai dan manfaat apa yang akan didapat, telaah 

pustaka berisi tentang perbandingan penelitian yang diteliti penyusun terhadap 

penelitian yang hampir sama, kerangka teoretik  memaparkan beberapa teori 

hukum serta pemikiran para ahli dibidangnya. Metode penelitian merupakan 

ruang lingkup kajian yang diteliti yang terakhir pada bab satu yaitu sistematika 

pembahasan yang memaparkan pembahasan apa saja dalam penelitian karya ini. 

Bab dua berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian, perlindungan 

konsumen dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada tinjauan umum mengenai 

perjanjian berisikan pengertian perjanjian, hubungan antara perjanjian dan 

perikatan, syarat sah perjanjian, unsur-unsur perjanjian, akibat suat perjanjian, dan  

berakhirnya perjanjian. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, 

perjanjian asuransi. Berikutnya perlindungan konsumen, berisi tentang pengertian 

perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, kewajiban konsumen, hak pelaku 

usaha, kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undang perlindungan konsumen, 

perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa 

konsumen. Berikutnya alternatif penyelesaian sengketa. 

Bab tiga berisi tentang tinjauan umum tentang PT. Pos Indonesia (persero) 

dan kronologi kasus rusak dan hilangnya barang konsumen. Tinjauman umum 

tentang PT. Pos berisi sejarah berdirinya PT. Pos Indonesia (persero), visi dan 
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misi PT. Pos Indonesia (persero), lokasi perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, pengertian klausula baku, dan kronologi kasus. 

Bab empat berisi upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh PT. 

Pos Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta 55000. Bentuk tanggung jawab PP. 

Pos Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta atas wanprestasi terhadap konsumen 

karena rusak dan hilangnya barang konsumen, pada bagian ini dijelaskan secara 

rinci dan di analisis kasus yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan rusak 

dan hilangnya barang konsumen dengan menggunakan undang-undang yang 

berlaku serta kesepakatan antara pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang 

Yogyakarta dengan konsumen. 

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari analisis bab-bab 

sebelumnya secara sistematis dan saran yang diambil sebagai masukan terkait 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanggungjawab yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (persero) Cabang 

Yogyakarta apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan konsumen merasa 

dirugikan karena PT. Pos Indonesia (persero) melakukan wanprestasi rusak dan 

hilangnya barang konsumen. PT. Pos menyelesaikan tanggung jawabnya 

kepada konsumen dengan menggunakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 

2009 tentang Pos dan dengan cara bernegosiasi. Pihak penyelenggara Pos 

menegosiasikan ganti kerugian langsung dengan konsumen. Hal ini dilakukan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dan 31 Undang-undang Nomor 38 Tahun 

2009 Tentang Pos. Anastasia Susty Ambariani dan Hardevi Jethanand selaku 

konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas barang yang dikirimnya 

mengalami kerusakan sebagian, keterlambatan kiriman karena barang diterima 

tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, kehilangan, dan 

ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima. 

Rincian ganti rugi yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia dengan campur 

tangan Perusahaan Asuransi milik negara yaitu Perusahaan Asuransi Indonesia. 

Perjanjian asuransi tersebut bersifat khusus, maksudnya klausul-klausul yang 

diperjanjikan hanya mengikat pada barang-barang tertentu yang dikirim/ diangkut 
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dengan menggunakan kapal laut maupun pesawat udara saja. Dengan demikian 

atas rusak dan hilangnya paket tersebut di atas, dipertanggungkan kepada PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) selaku perusahaan asuransi yang 

menanggung segala resiko yang mungkin timbul dari pengiriman yang dilakukan 

oleh PT. Pos Indonesia (persero). 

2. Berdasarkan analisis kasus rusak dan hilangnya barang konsumen yang dialami 

oleh konsumen bernama Anastasia Susty Ambarriani dan Hardevi Jetnanand, PT. 

Pos Indonesia (persero) telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan 

Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

yang berbunyi: 

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan 

atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian 

uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi. 

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 

lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan konsumen. 

PT. Pos Indonesia (persero) cabang Yogyakarta mengganti kerugian 

konsumen dengan ganti rugi uang. Ganti rugi ini dilaksanakan dengan cara 

bernegosiasi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Proses ganti rugi berjalan 

secara damai tanpa ada tekanan dari pihak manapun. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun mmberikan 

saran mengenai masalah terkait sebagai berikut: 

1. Sebaiknya PT. Pos Indonesia (persero) selaku Penyelenggara Pos lebih berhati-

hati dalam menjaga barang kiriman agar tidak sampai rusak ataupun hilang 

serta meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna layanan Pos. Sehingga 

konsumen selaku Pengguna layanan Pos tidak dirugikan dan merasa puas atas 

layanan Pos. 

2. Bagi konsumen selaku pengguna layanan Pos sebaiknya memastikan agar 

barang yang dikirim terbungkus dengan rapat sehingga barang tidak mudah 

terbuka dalam perjalanan pengiriman. 
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